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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasakan hasil penelitiandan sesuai rumusan masalah, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 

di Kabupaten Barito Timur menimbulkan penolakan oleh para 

pedagang pasar. Penolakan tersebut karena para pedagang pasar 

merasa keberatan akan tingginya tarif retribusi yang mereka bayar dan 

rasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam dalam pembentukan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. 

Tampak jelas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur 

tidak sesuai dengan teori demokrasi yang memuat asas keterbukaan, 

yang berkaitan dengan asas partisipasi masyarakat. 

2. Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur 

dilakukan dengan cara tidak melibatkan partisipasi masyarakat baik 

dari tahap perencanaan, perancangan, dan pembahasan. Rangkaian 

proses pembentukan peraturan daerah di kabupaten Barito Timur 

belum memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Pelaksanaan 

partisipasi masyarakat tidak efektif, karena tidak adanya mekanisme 

yang jelas bagi masyarakat untuk ikut berpartisipsasi dan adanya 
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penafsiran yang salah tentang esensi partisipasi bahwa partisipasi 

masyarakat itu cukup dilakukan oleh anggota DPRD saja. Partisipasi 

masyarakat baru ada setelah tahap pelaksanaan karena lemahnya 

inisiatif dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hak-hak mereka, 

terutama hak berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. 

B. Saran 

1. Dalam prosedur pembentukan peraturan daerah sebaiknya sudah 

melibatkan partisipasi masyarakat baik dari tahan perencanaan, 

perancangan sampai pembahasan supaya materi muatannya sesuai 

dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

2. Peraturan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

perundangan yang ada saat ini masih bersiafat umum, sebaiknya 

penafsiran makna dari partisipasi masyarakat lebih diperinci lagi agar 

tidak terjadi kesalahan penafsiran mengenai esensi dari partisipasi 

masyarakat. Oleh karena itu perlu dijabarkan lebih lanjut misalnya 

dalam bentuk peraturan daerah atau Peraturan Bupati tentang 

mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan daerah.  

3. Untuk mengatasi masalah masyarakat yang seringkali tidak 

mengetahui dan memahami hak-haknya untuk berpartisipasi dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan daerah ini diperlukan 

optimalisasi komunikasi hukum, baik pada tahap penyusunan 

perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, 
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maupun dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai 

dengan penegakan produk hukum daerah.    

4. Diperlukannya informasi, komunikasi dan edukasi dalam setiap proses 

pembentukan rancangan peraturan daerah antara lain melalui dengar 

pendapat antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat. 
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